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WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR  67  TAHUN 2022 

 
 

TENTANG 
 
 

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH 

KOTA CIREBON TAHUN 2023 – 2026 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA CIREBON, 

 
 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) 

dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, Peraturan Bersama 

Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 

Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi 

Daerah, diamanatkan Wali Kota menetapkan 

kebijakan Penguatan Sistem Informasi Daerah yang 

tercantum dalam Roadmap Penguatan Sistem Inovasi 

Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Roadmap Penguatan Sistem 

Inovasi Daerah Kota Cirebon Tahun 2023-2026; 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13         

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 

Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota–kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
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tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5357); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17           

Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan 

Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); 

11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan 

Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3      

Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); 

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, 
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Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon          

Nomor 17); 

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 69); 

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016      

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9          

Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020      

Nomor 5);  

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2021 Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon          

Nomor 117); 

17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2016 Nomor 15); 

18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41) 

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali 

Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang                                                                                               
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Perubahan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 

Nomor 2); 

19. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 10); 

20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon             

Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Wali Kota Cirebon 102 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon      

Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 105); 

   

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROADMAP 

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KOTA CIREBON 

TAHUN 2023 – 2026. 

 

 
 

BAB I 

 KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai 

unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin 
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pelaksanaan urusan Pemerintahan yang jadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 

8. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, 

penetapan, pengkajian, perekayasaan dan 

pengoperasian, yang selanjutnya disebut 

kelitbangan, yang bertujuan mengembangkan 

penerapan praktis nilai dan konteks ilmu 

pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk 

menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah ada, ke dalam produk atau proses produksi; 

9. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem 

untuk menumbuhkembangkan inovasi yang 

dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah 

daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, 

lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan 

masyarakat di daerah; 

10. Roadmap Penguatan SIDa Kota Cirebon adalah 

dokumen yang berisi kebijakan umum dan program 

prioritas pembangunan dalam rangka penguatan 

Sistem Inovasi Daerah Kota Cirebon untuk periode            

Tahun 2023 – 2026. 
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BAB II 

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH 

 

Pasal 2 

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan 

dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi 

di Kota Cirebon Tahun 2023 - 2026, yang memuat 

kebijakan umum, program percepatan pembangunan 

dengan pendekatan Penguatan Sistem Inovasi, dan 

rencana aksi daerah sebagai bagian yang terintegrasi 

dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah 

yang berpedoman pada perencanaan tahap ke-5 (lima) 

dari RPJPD Kota Cirebon Periode Tahun 2005 – 2025 

dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 

 

  Pasal 3 

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2023 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam      

Pasal 2 merupakan : 

a. Salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah 

yang dilakukan dengan inovatif dan progresif; dan 

b. Salah satu landasan dan Pedoman Operasional bagi 

Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 

Tahun 2023 – 2026. 

 
 

BAB III 

ISI DAN URAIAN ROADMAP 

  Pasal 4 

(1) Dokumen Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2023-2026 sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut:  

Bab I : Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Dasar Hukum 

 



- 8 – 

 

1.3. Keterkaitan Visi dan Misi 

Pembangunan Kota Cirebon 

dengan Roadmap SIDa 

1.4. Sistematika Roadmap 

 

Bab II : Kondisi Penguatan SIDa saat ini 

2.1.    Pelaksanaan Lingkup SIDa 

          2.1.1. Kebijakan 

          2.1.2. Penataan Unsur 

2.2. Pelaksanaan Program Litbang, 

 Iptek dan Inovasi Daerah 

2.3.    Kondisi SIDa saat ini  

2.4. Tema Penguatan SIDa 

Bab III : Tantangan dan Peluang Penguatan SIDa 

Bab IV : Kondisi SIDa yang akan dicapai 

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan 

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan 

Penguatan Inovasi Secara Umum 

5.2. Strategi dan Arah Kebijakan 

Penguatan Inovasi sesuai dengan 

Visi Misi Pemerintah Daerah 

Kota Cirebon 

Bab VI : Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi 

Daerah (SIDa) Kota  Cirebon Tahun 

2023 – 2026 

  

(2) Isi dan Uraian Roadmap Penguatan Sistem Inovasi 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

  Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 21 Desember 2022 

 

WALI KOTA CIREBON, 
 

              ttd, 
 

   NASHRUDIN AZIS 
 

 

 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 22 Desember 2022 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 
                            ttd, 

 
AGUS MULYADI 

 
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 67 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
FERY DJUNAEDI, SH., MH 

Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19711228 199803 1 002 
 

 
 

 


